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2014 tentsng Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Jakarta, 27 September 2016

Dengan hormat,

Yang beltanda tangan of bawah in I:
Nama Muhamad Zainal Anfin, S. H.

Tempat, tanggallahir Surabaya, 28 Februari1983

Againa Islam

Peketiaan Advokat

Kewarganegaraan Indonesia

A1amat Lengkap Jl. TambakWedi Baru XV-A124 Surabaya
Email zainal. amn83@ginail. coin
HP 081-803 1604/6
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Wariabakti BIOk IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,
Telp/Fax: 02, -574 7051, Seianjutnya disebut"Pemohon"

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasa1 7 ayat(2) huruf p,
Pasa1 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor, Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang
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Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) (Seianjutnya disebut"UU No. 10 Tahun 20.6"),
ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Se!anjutnya disebut"UUD 1945")

Sebelum meIanjutkan pada uraian tentang permohonan besena alasan-alasannya,
Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi

dan kedudukan hukum (legal standihg) Pemohon sebagai berikut:

I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi

I. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah meIakukan pengujian undang-
undang ternadap UUD 1945:

Pasa1 24C ayat(,) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berm/enang mengadi/I pada tihgkat pertaina
dan terakhir yang putusannya belsffatfinal untuk mengtji Undang-
Undang techadap Undang-Undang Dasai;.,."

2. Bahwa selanjutnya beadasarkan Pasa1 10 ayat(,) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Selanjutnya disebut "UU MK")Jimcto Pasa1 29 ayat(,) huruf a Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK belwenan

mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk mengujiundang-undang terhadap UUD 1945.

3. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasa1 7 ayat(2)
hurt!f p, Pasa1 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, yang
selengkapnya sebagai berikut:
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Pasa1 7 ayat (2) huruf p sepanjang frosa 'yang mencalonkan din of
daerah lain":

"Calon Gubemur dan Cabn 1111aki/ Gubemui; Calon Bupatidan Cabn Wakil

Bupati, seita 0810n Wallkota dan Cabn Wakil Wallkota sebagaimana

dimaksudpada ayat(I) harus memenuhi^eisyaratansebagaiberikut:

p. bethenti dan'jabatannya bagi Gubemui; Wakil Gubemur; Bupatj Vl/aidl
Bupatj Walkota, dan Weki/ Walkota yang mencalonkan din of daerah

lain sei^^k ditetapkan sebagaica/on. "

Pasa1 70 ayat (3):

"Gubemurdan VVaki/ Gubemui; Bupatidan WakilBupati, Wallkota dan UVaki/

Wallkota, yang menca/onkan kernbafr' pada daerah yang sama, se/ama
masakampanye harus memenuhiketentuan:

a. menialanicutidrluartanggungan negara, ' dan

b. dilarang menggunakan I^, SII^Iasyang terkaitdengan/^abetannya. "

Pasa1 70 ayat (4):

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubemur dan Wakil

Gubemur diberikan o1eh Mentori Dafam Negeii etas nama Presiden, dan
bagi Bupatidan Wakil Bupati serta Wa/^ota dan Wakil Wallkota dibeiikan

o1eh Gubemuratasnama Meriten'."

Pasa1 70 ayat (5):

"Cull yang telah dibeiikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wailb
dineritahukan o1eh Gubemurdan Waki/Gubemurkepada KPUProvinsi, dan

bagi Bupati dan Wakil Bupatj serta Wallkota dan Wakil Walkota kepada
KPU Kabupaten/Koto. "

4, Bahwa batu uji dart pengujian undang-undang da!am perkara a quo adalah
Pasa127 ayat(,), Pasa1280 ayat(I) dan Pasa1280 ayat(3) UUD 1945:
Pasa127 ayat(,) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya of dalam hukum dan

pemerintahan dan wallb menjun/ting hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualiriya. "
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Pasa1 280 ayat(,) UUD 1945:

'Setiap oreng belhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepasti^n

hukumyang adj/serta perlakuanyangsama dihadapan hukum. "

Pasa1 280 ayat(3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak meinperoleh kesempatan yang sama dalam

pemeiintahan. "

5. Bahwa pokok permohonan un materi of akibatkan karena ketentuan pasal

Pasa1 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa 'yang mencalonkan din di daerah

lain" telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment),

dimana petahana yang mencalonkan din kernbalitidak perlu mengundurkan

din, terapi CUI<up meIakukan cuti kampanye sebagaimana diatur daiam Pasal

70 ayat(3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016. Sedangkan pejabat lainnya

harus berhenti dan jabatan atapun mengundurkan din, termasuk bagi

Gubemur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wallkota, dan Wakil

Walikota yang mencalonkan din di daerah lain, an990ta Dewan

Perwakilan Rakyat(DPR), anggota Dewan PenNakilan Daerah (DPD), dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), an990ta Tentara

Nasionallndonesia ONl), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRl),

dan Pegawai Negeri Sipil sena Kepala Desa atau sebutan lain dan pimpinan

pada badan us aha inilik negara atau badan usaha in 11ik daerah (vide Pasa1 7

ayat(2) hunt p, s, t dan u UU No. 10 Tahun 2016). Padaha!justru petahana

yang mencalonkan diri kernbali dalam pemilihan kepala daerah sangat

belpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau meIaKukan intimidasi

dengan meIakukan pemecatan atau inutasi sete!ah masa cuti kampanye
berekhir.

6, Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasa1 7

ayat (2) hunt p, Pasa1 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 20.6

ternadap Pasa1 27 ayat(I), Pasa1 280 ayat(,) dan Pasa1280 ayat(3) UUD

1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, inaka

Mahkamah Konstitusi belwenang untok memeriksa, mengadili, dan

meinutus permohonan ini.
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11. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

I. Bahwa Pasa1 51 ayat(I) UU MK mengatur bahwa:'Pemohon ada/ah pihak
yang menganggap hek dan^, tau kewenangan konst^Iu^bna/nya di7u Ikan
o1eh bellakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesi^I;

b. Kesatuan masyarakathukum adatsepanj^ing masih hidup dansesuai
dengan perkembanganmasyarakatdanpiinsjpNegara Kesatuan
Repub/Ik Indonesiayang di^turdalam undang-undang, '

c, Badan hukum pub/Ik atauprivat, ' atau
d. Lembaga negara.

Seianjutnya Penjelasan Pasa1 51 ayat(,) UU MK menyatakan :
Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" ada/ah hak-hak yan di^tur
daiam Undang-UndangDasarNegara Repub/11<1ndonesia Tahun 7945.

2. Bahwa merujuk kepada Putusan MK seiak Putusan Nomor 0061PUU-11U
2005 tanggat 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor, ?/PUU-V/2007 tan a1 20
September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenan an
Konstitusional sebagaimana dimaksud Pasa1 51 ayat (1) UU MK harus

memenuhi 5 (11ma) syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/ateu kewenangan konstitusional Pemohon
diberikan o1eh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut o1eh Pemohon

dianggap dirugikan o1eh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;

c. Kenigian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajardapat dipastikan akan terradi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verban(i) antara kerugian
dimaksud dan beriakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka
kenigian konstitusional seperti yang didajilkan tidak akan atau tidak lagi
te^adj.

yang
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3. Bahwa beadasarkan Pasa1 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga
negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undan
ternadap UUD 1945. Dalam halini, Pemohon adalah perorangan Warga

Negara Indonesia yang mein11iki hak pi!ih dan be inak untuk mencalonkan dirt

dan dicaionkan sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, sena Calon Wallkota dan Calon Wakil

Walikota, telah dirugikan o1eh ber!akunya ketentuan pasai a quo an diu'i.

4. Bahwa Pemohon meinpunyai hak Konstitusional untuk meina'ukan dinn a

dalam meinpenuangkan haknya secara koiektif untuk meinbangun
masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dilindungi dalam Pasa!
28C ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan hak pilih dan menggalang
dukungan kepada calon kepala daerah yang amariah delam pemilihan
kepala daerah. Bahwa of samping itu, Pemohon meinpunyai hak
konstitusional untok meinperoleh kesempatan yang sama daiam
pemerintahan sebagaimana dialur dalam Pasai 280 ayat (3) UUD 1945
dimana Pemohon meinpunyai hak untuk untuk mencalonkan din dan

dicalonkan sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakii Gubemur, Calon
Bupati dan Calon Wakii Bupati, sena Calon Walikota dan Calon Wakil
Wa!ikota.

Pasa128C a at 2 UUD 1945

"Setiap orang beinak untuk memainkan diffnya daiam meinpen'uangkan
haknya secara koiektif untuk meinbangun masyarakat, bangsa dan
negaranya. "

Pasa1280 a at 3 UUD 1945

"Setiap warga negara berhak meinperoleh kesempatan yang sama daiam
pemeiintahan. "

5. Bahwa dalam Pemilihan Kepaia Daerah, Pemohon mein11iki ke entin an

Konstitusional sebagai pemilih supaya pelaksanaannya dilaksanakan secara
fair dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amariah untuk

meinbangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Namun nyatanya,
6
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ketentuan a quo diuji memberiKan perlakuan istimewa dan be meda kepada

petahana yang mencalonkan dirilagi dengan tidak memberikan syarat

berhenti darijabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan

kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana

meiniliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat meinpengaruhi

kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan meIalui KPU,

KPU Provinsi, inaupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah

atau Pemerintah Daerah. Di samping iru, ketentuan a quo yang dinji

mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mein peroleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan berootsnsiterlanggar seandainya Pemohon

dicalonkan sebagai Kepa!a Daerah dan bertarung dengan petahana dalam

Pemilihan Kepala Daerah, mengingat petahana yang masih berstatus

Kepala Daerah dan meinpunyai kekuasaan untuk meinpengaruhi

pemerintahan, meskiia menialani cuti kampanye.

6. Bahwa dalam beberapa kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang

dilakukan pada tahun 2015, Petahana yang menca!onkan kernbali dalam

Pemilihan Kepala Daerah berootensi meinarifaatkan Program Pemerintah

dan Dana An99aran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

mensukseskan pencalonannya supaya dipilih kernbaii daiam Pemilihan

Kepala Daerah (vide "PHP Gubemur SUIteng, Petahana 01tuding
Manfaatkan Program Pemeiintah", 11 Januari 2016, sumber

WWW. inahkamahkonstitusi. 0. id", 'Cabn Petahana Diduga "Nebeng"

Program Pemprov SUIteng untuk Kampanye", 12 Januari 2016, sumber

WWW. tribunnews. coin", 'Dana Bansos yang Meningkat Je/ang Pi/kada
Dikhawati7kan Rawan Poitik Uang", 9 November 2015, sumber

WWW. kom as. coin, "Bawaslu Ingatkan Cabn Petahana Tak Mani^iatkan

Program Pemda", 3 September 2015, sumber WWW. bentasatu. coin, 'Pi/kada

Rawan Kecurangan, Incumbent Pertu 01awasi' I September 2015, sumber
WWW. metrotvnews, coin"

7. Bahwa jika ketentuan a quo yang diuji tidak dinyatakan bertentangan

dengan UUD 1945, inaka Pemohon tidak mendapatkan jaminan pemilihan

kepala daerah yang demokratis, karena petahana berpotensi me!akukan

7
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Pasa1 70 ayat (4):

"Gun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubemur dan UVak/I

Gubemur diberikan o1eh Meriten' Da/am Negen' ates nama Presiden, dan

bagi Bupati dan Waki/ Bupati selfa Wallkota dan Wakff Wallkota dibenkan

o1eh Gubemuratasnama Mentori. "

Pasa1 70 ayat (5):

"Cull yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wallb

of bentahukan o1eh Gubemurdan V'yaki/ Gubemurkepada KPUProvinsi, dan

bagi Bupati dan Weki/ Bupatj serta Wafrkota dan Waki/ Wafrkota kepada
KPU Kabupaten/Koto. "

2. Bahwa ketentuan Pasa1 7 ayat (2) huruf p UU No. 10 Tahun 2006

memberIkan persyaratan berhenti dan jabatannya bagi Gubernur, Wakii

Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota hanya bagi

yang mencalonkan din di daerah lain seiak ditetapkan sebagai calon,

Sedangkan untuk petahana yang menca!onkan din kernbalitidak perlu

belhenti dan jabatannya, tetapi cukup meIakukan cuti kampanye

sebagaimana diatur datam Pasa1 70 ayat(3), (4) dan (5) UU No. to Tahun
2016.

Bahwa hubungan pengujian antara Pasa1 7 ayat(2) huruf p dengan Pasa!

70 ayat(3), (4) dan (5) UU No. to Tahun 2016 adalah jika pengujian Pasal

7 ayat (2) hunt p UU No. 40 Tahun 2016 dikabulkan o1eh Maielis Hakim

Mahkamah Konstitusi, in aka bunyi pasaltersebut berubah menjadi:

"Cabn Gubemurdan Cabn I^aki/ Gubemui; Cabn Bupatidan Calon Wakil

Bupati, selfa Calon Wallkota dan Calon Wakil Walkota sebagaimana

of inaksudpada ayat(I) herus memenuhipeisyaratan sebagaibeiikut:

p. belhenti danyabatannya bagi Gubemur; Waki/ Gubemur; Bupatj Waki/

Bupati, Wallkota, dan VVaki/ Wallkota s^Iakditetapkan sebagaica/on';

Sehingga petahana hanis bemeriti dan jabatannya jika mencalonkan lagi

daiam pemilihan kepala daerah, yang berakibat ketentuan tentang cuti

kampanye bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasa1 70 ayat(3), (4),
dan (5)tidak relevan lagi.

_ I_

.. ..

. .
, .

.- .. .

., I
I

, _ ..'., *
. .

.

9



.

3, Bahwa ketentuan pasal a quo yang dinji sebagaimana Pasa1 7 ayat (2)

huruf p UU No. 10 Tahun 2016 meinuat ketentuan yang memberiperlakuan

1stjinewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonKan din !agi dengan

tidak memberikan syarat berhenti dan jabatannya. Ketentuan pasal a quo

telah berlaku diskriminatif kepada sesama Warga Negara Indonesia yang

hendak mencalonkan din atau dicatonkan, meinbeda-bedakan perlakuan

persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai petahana dengan

colon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun

colon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain,

ataupun calon yang betstatus PNS dan calon yang berstatus an990ta

TNl/POLRi, sena pejabat BUMN/BUMD (vide Pasa1 7 ayat (2) huruf p, s, t

dan u UU No. 10 Tahun 2016);

Pasa17 a at 2 huruf

"Cabn Gubemurdan Calon VVaki/ Gubemui; Cabn Bupatidan Cabn Waki/

Bupati, selfa Calon Wallkota dan Cabn VVaki/ Wallkota sebagaimana

dimaksudpada ayat(I) harusmemenuhipeisyaratansebagaibeiikut:

p, belhenti dan^^batonnya bagi Gubemui; Waki/ Gubemui; Bupati, Vl/akil

Bupati, Waftkota, dan Wakff Wallkota yang menca/onkan din' of daerah lain

seiak ditetapkansebagaica/on.

s. menyatakan secara teltuffs pengunduran din sebagai an990ta Dewan

Peru/aki/an Rakyat, an990ta Dewan Perwakilan Daerah, dan an990ta

Dewan Peru/akffan Rakyat Daeiah set!'ak ditetapkan sebagai pasangan

cabn peserta Pemiffhan, '

t, menyatakan secara teltuffs pengunduran dirt sebagai an990ta Tentara

Nasionallndonesia, KepoliSian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai

Negeri Slimseita Kepa/a Desa atau sebutan lain s^Iak ditetapkan sebagai

pasanganca/onpeserta Pemithan; dan

u. bethentidalijabatan pada badan usaha init^ negara atau badan usaha

milk daeriah st^jakditetapkansebagaicalon. "

s t dan u UU No. ,O Tahun 20.6

4. Bahwa khusus bagi petahana, apabila heridak mencalonkan din atau

dicalonkan dalam Reinilihan Kepala Daerah, cukup hanya meIakukan cuti

selama masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasa1 70 ayat (3), (4)

10
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dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan bagi calon lainnya yang
mengemban jabatan publik, inaka ia harus menyatakan secara tenulis

pengunduran din atau bemeriti darijabatannya;

5. Bahwa petahana meiniliki hak dan kekuasaan polltik yang berpotensi dapat

meinpengaruhi keb^akan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan

meIalui KPU, KPU Provinsi, inaupun KPU Kabupaten/Kota sena terhadap

Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Ha! ini dapat meinbuat adanya

perlakuan yang tidak adj! bagi calon lainnya dan kalangan orang biasa atau

pejabat/pegawai negara lainnya yang telah mengundurkan din atau

bemeriti, karena POSisi petahana yang menjadi calon masih berstatus

sebagail<epaia daerah;

6. Bahwa Kondisitersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang
tidak sama ternadap sesama warga negara of mata hukum daiam Konteks

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang jelas-jelas

behantangan dengan Pasa1 27 ayat(I), Pasai 280 ayat(I) dan Pasa! 280
ayat(3) UUD 1945.

Pasa1 27 ayat(I) UUD ,945:

"Sega/a warga negara belsamaan kedudukannya of dalam hukum dan

pemeiintahan dan wallb meltjunjung hukum dan pemeiintahan itu dengan
tidakada kecua/Ihya, "

Pasa1 280 ayat(,) UUD 1945:

"Setiap oreng bertiak atas pengakuan, I^minan, perlindungan, dan

kepastian hukumyang adj/sertaperlakuanyangsama dinadapanhukum. "

Pasa1 280 ayat(3) UUD 1945:

"Setiap warga negara beinak meinperoleh kesempatan yang sama daiam
pemeiintahan. "

7. Bahwa ketentuan pasa! a quo yang diuji yang memberikan kelonggaran
bagi petahana secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adjl

13.
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dan melanggar prinsip keadilan (fairness) bagi calon lainnya. Seharusnya
petahana juga harus mengundurkan diri seiak ditetapkan sebagai calon
kepala atau wakil kepa!a daerah sebagaimana anggota DRR, DRD dan

DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah of

daerah lain, anggota TNl, Porn, atau PNS agar tidak tenadi konflik
kepentingan;

8. Bahwa dalam Putusan MK sebelumnya yakni daiam Putusan MK
No. 171PUU-V!11/2008 meinutuskan bahwa ketentuan Pasa1 58 huruf q

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
yang mengatur kepala daerah yang mencalonkan din harus bemeriti dart

jabatannya, telah dinyatakan beltentangan dengan UUD t945. Pada waktu

itu, MK meinutuskan bahwa ketentuan Pasa1 58 huruf q Undang-Undang
No. 42 Tahun 2008 inkonstitus:ona! dengan alasan perlakuan yang tidak
sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara dimana Undang-
Undang tersebut masih mengatur bahwa anggota DPR/DPRD tidak perlu
mengundurkan din ketika mencalonkan din sebagai dalem Pemilihan

Kepala Daerah (vide Pasa1 59 ayat(5) hunt i UU No. 12 Tahun 2008).

Pertimban an Putusan MK No. ,71PUU-Will2008 halaman 55

',......., Syarat pengunduian din bagi calon yang sedang menj'abat
(incumbentl sebagaimana di^tur Pasa/ 58 huruf q UU 721'2008
menimbulkan keridakpastian hukum negal uncertainty; rechtsonzeketheic!I
atas masaj'abatan kepala daerah yam Iima tahun Ivide PasaliiO ayat(3)
UU32"2004jdan seka/19us perlakuanyang tidaksama (unequal treatmentI
antai. sesama PC^I^, bat negaia Ivide Pasa1 59 ayat (5) hurufi UU 321'2004j
sehingga dapat dikatakan beltentangan dengan Pasa1 280 ayat(I) UUD
7945. "

Pasa158 huruf

Calonkepala daerah dan waki/kepala daerah adalah warganegara
Repub/Iklndonesiayang memenuhi^yarat:

UU No. 12 Tahun 2008

-^. .... ..-

. .

.,

,

, . .
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q. mengundurkan dinst;;Iakpendai7aran bagikepa/a daerah dan/atau waki/

kepala daerahyang masih menduduk^^abatannya

Pasa159 a at 5 UU No. ,2 Tahun 2008

"Partai pontik atau gabungan partai pofftik pada saat mendaltarkan calon

partaipolitik, wallib menyerahkan:

a. suret pencalonan yang ditandatangani o1eh pimpinan partai pont^^ atau
pimpinan partaipolitikyang belgabung, '

b, kesepakatan teltuffs antaipartai pont^^ yang bergabung untuk
mencalonkanpasangan cabn, '

c. suret pemyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang

dicelonkan yang ditandatangani o1eh pimpinan partai pontik atau para
pimpinan partaipo/inkyang bergabung;

d. surat pemyataan kesedi^an yang belsangkutan sebagai cabn kepa/a
daerah dan waki/kepa/a daerahsecara belpasangan;

e. suratpernyataan tidakakan mengundurkan dinsebagaipasangan cabn;

f surat pemyataan kesanggupan mengunduil:an din' dan'I^baton apabila

terniffh menjadi kepala daerah atau waki/ kepala daeiah sesuai dengan
peraturanperundang-undangan, .

g. surat pemyataan mengundurkan din darijabatan negeribagicalon yang

beresaldaiipegawainegeris*)11, an990ta Tentara Nasiona/Indonesia, dan
an990ta Kepoli:SIan Negara Repub/11:1ndonesia;

h. sumtpernyataan tidak akt^fdaiijabatannya bagipimpinan DPRD tempat
yang belsangkutan inertiadica/on didaerahyang menjadiwilayah ken:67nya;
I. suret pemberitahuan kepada pimpinan bagianggota DPR, DPD, dan

DPRD yang mencalonkan dinsebagaicalon kepala daerah dan wakil
kepa!a daerah;

j. kelengkapan pelsyaratan calon kepala daerah dan wakil kepa/a daeiah
sebagaimana dimaksuddalam Pasa158, ' dan

k, visj misj danprogram dan'pasangan calon secara teltuffs. "

9. Bahwa dengan adanya Putusan MK No. 331PUU-XII/2015 yang telah
meinutuskan bahwa anggota DPR/DPRD/DPD harus mengundurkan did

seiak diretapkan sebagai colon kepala daerah, inaka sudah seharusnya
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pengaturan tentang pengunduran diri berlaku bagi setiap orang yang

mengemban jabatan publik yang mencalonkan din dejam pemi!Ihan kepala

daerah, termasuk bagi petahana yang mencalonkan diri harus

mengundurkan din dan jabatan seiak ditetapkan sebagai calon kepala
daerah o1eh KPU/KIP.

Petikan Putusan MK No. 331PUU-XII/20.5:

Pasa1 7 huruf s UU No. 8 Tahun 2015 sepanjang frasa '1.17embentahukan

pencalonannya sebagai Gubemur; UVakil Gubemur; Bupati, Waki/ Bupat4

Wallkota, dan IAIaki/ Wallkota kepada Pimpinan Dewan Peru/akilan Rekyat

bagi an990ta Dewan Peru/akilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan

Pelvvakilan 08erah bagianggota Dewan Pelwakilan Daerah, atau kepada

Pimpinan Dewan Perwaki/an Rakyat Daerah bagi an990ta Dewan

Pervvakilan Rakyat Daerah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor, Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wallkota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5678) tidak meiniliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai, "mengundurkan difi s^I^?k cabn ditetapkan

memenuhipeisyaratan o1eh KPU/KIPSebagaicalon Gubemurj cabn Wakil

Gubemur; cabn Bupatj calon Waki/ Bupatj cabn Wallkota, dan calon

Wakil Wa^kata bagi an990ta Dewan Perwakilan Rakyat, an990ta Dewan

Pennyaki/anDaerah, atauanggota Dewan Perwaki/anRakyatDaerah",

10. Bahwa mengacu pada Pasa! 27 ayat(,), Pasa1280 ayat(I) dan Pasa1 280

ayat(3) UUD 1945 dan dikaitkan dengan persyaratan ketentuan daiam UU

No. 10 Tahun 2016, seharusnya ketentuan undang-undang tidak lagi

menerapkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama

pejabat negara atau meinbeda-bedakan persyaratan antara colon yang

berasal dart petahana dengan calon lainnya yang beresal dart anggota

DRR, DPD, DPRD, ataupun kepa!a daeiah yang beresai dart daerah

lainnya, pejabat di BUMN/ BUMD, inaupun yang belstatus PNS, dan

anggota TNl/POLRi. Jika meinarig polltik hukum menghendakibahwa colon
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kepala daerah wailb berhenti darijabatan puntk supaya tidak ada konflik

kepentingan, inaka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap

seiuruh calon, termasuk petahana yang menca!on kan diri kernbali

Begitu pu;a, jika politiK hukum menghendaki persyaratan colon kepala

daerah tidak perlu mengundurkan din dart jabatannya, tempi hanya cuti

selama masa kampanye, inaka kalentuan tersebutjuga berlaku techadap

calon lainnya seperti an990ta DRR, DPD, dan DPRD, kepala daerah yang

berasat dan daerah lain, setiap orang yang menjabat di BUMN/ BUMD,

inaupun yang berstatus PNS, dan anggota TNl/POLRl, mengingat mereka

juga meinpunyai hak Konstitusional atas peketiaan apabila tidak terpilih

sebagai Kepala Daerah;

it. Bahwa beadasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, inaka

cuKup beralasan apabi!a permohonan Reinohon dikabulkan untuk

seluruhnya.

IV. Petitum

Bahwa dart seluruh dalii-dalil yang diuraikan of atas dan bukti-bukti terlampir,

dengan ini Pemohon inohon Kepada para Yang Mulia Maielis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk kiranya bell<enan:

I. Mengabu!kan permohonan untuK seiuruhnya.

1.1. Menyatakan Pasa1 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa "yang

menca/onkan din' of daerah lain" Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Reinilihan Gubernur,

Bupati dan Walkota Menjadi Undang"Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945;
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1.2, Menyatakan Pasa1 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa "yang

menca/onkan diff of daerah lain" Undang"Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I

Tahun 20,5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak meinpunyai kekuatan

hukum mengikat;

Menyatakan Pasa1 70 ayat(3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor, O

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Remitihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan

Undang~Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945;

1.4. Menyatakan Pasa170 ayat(3), (4) dan (5) Undang-Undang NomorlO

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2045 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang~Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemi!Ihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak meinpunyai kekuatan

hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini daiam Benta Negara Republik
Indonesia.

Atau jika Maielis Hakim Mahkamah berpendapatiain, inohon putusan yang seadil-
adjlnya (ex aequo at bono).

I. 3.

, . ,
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